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Abstrak
 

Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(BARUPSLB) dimana para pihak dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu tanpa diketahui oleh

Notaris. Permasalahan tesis ini mengenai keabsahan dari akta BARUPSLB yang memuat keterangan palsu;

keabsahan dari akta perbaikan yang merubah hal-hal substansial dari akta tersebut; dan tanggung jawab

Notaris terhadap akta BARUPSLB dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder

berupa studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis.Hasil

penelitian ini adalah akta BARUPSLB tersebut adalah batal demi hukum, akibat adanya keterangan palsu

yang dimasukkan dalam akta tersebut, akta tersebut menjadi cacat hukum karena isi akta bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan. Akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS adalah batal demi

hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Notaris harus bertanggung jawab atas segala

akibat hukum yang timbul karena kelalaiannya dalam membuat akta. Dalam kasus ini Notaris tidak

bertanggungjawab secara pidana karena Notaris hanya menjalankan jabatannya sesuai UUJN yaitu membuat

akta sesuai keinginan para pihak tanpa tahu ada ketidakbenaran pada keterangannya, sedangkan secara

perdata Notaris dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti rugi, biaya dan bunga oleh pihak yang merasa

dirugikan dengan tindakannya yang kurang saksama. Serta tanggung jawab secara administrasi Notaris

dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN. Mengingatkan kembali bahwa sebagai

Notaris harus meneliti dengan saksama dan mengikuti peraturan secara komprehensif agar Notaris terhindar

dari kesalahan maupun kelalaian yang fatal dalam membuat akta.

......This thesis analyze the legal implications of the Minutes of Extraordinary General Meeting of

Shareholders (MEGMS) in which the parties enter fake information without being known by the Notary.

This thesis problem regarding the validity of the MEGMS deed containing fake information; the validity of

the deed of amendment which changes the substantial matters of the deed; and the notary's responsibility for

the MEGMS is not supported by other supporting documents. The research method used is a normative

juridical research method, using secondary data in the form of library studies, with qualitative analysis

methods. This type of research is analytical descriptive. The results of this study are the MEGMS is null and

void, due to fake information included in the deed, the deed became a legal flaw because the contents of the

deed contravene the laws and regulations. The deed of repair issued by the KS Notary is null and void

because it violates the provisions of Article 84 of the UUJN. The notary must be responsible for all legal
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consequences arising from his negligence in making the deed. In this case the Notary is not liable in criminal

terms because the Notary only carries out his position in accordance with UUJN namely making the deed

according to the wishes of the parties without knowing there is an untrue statement, while the notary can be

held in compensation in the form of compensation, fees and interest his actions are less thorough. And the

administrative responsibilities of the Notary may be subject to administrative sanctions in accordance with

the provisions of the UUJN. Recall that as a Notary must carefully examine and follow the rules

comprehensively so that the Notary avoids fatal errors and omissions in making deeds.


